[ SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa diubah, kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
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Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 2);

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 32),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai
Utara.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang
dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 153.659.329.659,62

1) Pendapatan Pajak Daerah Rp 14.345.904.294,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah Rp 14.402.220.060,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Rp 11.502.4277.299,00
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4) Lain-lain PAD yang Sah Rp 113.408.778.006,62

b. Pendapatan Transfer Rp 1.670.488.447.621,00

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Rp 175.926.115.000,00

Pusat
a) Dana Perimbangan Rp 1.374.885.813.279,00
1. Dana Bagi Hasil Rp 723.907.557.000,00

498.581.463.551,00
53.808.692.697,00
98.588.100.031,00

2. Dana Alokasi Umum Rp
3. Dana Alokasi Khusus - Fisik Rp
4. Dana Alokasi Khusus - Non Rp

Fisik
b) Pendapatan Transfer Rp 175.926.115.000,00
Pemerintah Pusat - Lainnya
1. Dana Desa Rp 162.358.091.000,00
2. Insentif Fiskal Rp 13.568.024.000,00

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, Rp 119.676.519.342,00
melalui Pendapatan Bagi Hasil Dari

Provinsi

607.478.612,00
20.500.000,00
586.978.612,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp
1) Pendapatan Hibah Rp
2) Lain-lain Pendapatan Sesuai Rp
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.824.755.255.892,62
2. BELANJA Rp

a. Belanja Operasi Rp 981.450.856.384,00

1) Belanja Pegawai Rp 522.147.285.091,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 394.161.048.033,00

3) Belanja Bunga Rp 3.759.667.603,00

4) Belanja Hibah Rp 54.334.295.657,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 7.048.560.000,00

b. Belanja Modal Rp 289.868.982.230,00

1) Belanja Modal Tanah Rp 0,00

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 76.952.272.788,00
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3) Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan

Irigasi

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

6) Belanja Modal Aset Lainnya
c. Belanja Tidak Terduga

d. Belanja Transfer
1) Belanja Bagi Hasil
2) Belanja Bantuan Keuangan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Penggunaan SiLPA
2) Penerimaan Pinjaman Daerah -
Lembaga Keuangan Bukan Bank
3) Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah
2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang
yang Jatuh Tempo

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pasal 4

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

69.238.433.506,00
142.022.430.936,00

1.402.145.000,00
253.700.000,00
373.500.000,00

257.761.414.600,00
2.125.000.000,00
255.636.414.600,00

1.529.454.753.214,00

295.300.502.678,62

255.694.804.806,30
255.694.804.806,30
0,00

0,00
114.205.421.655,00
20.500.055.526,00

93.705.366.129,00

141.489.383.151,30

436.789.885.829,92

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

tercantum dalam Lampiran [.1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

SAHRUJANI
Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD
ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 22.

Amuntai, | ‘? 2e2 L

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPAL IAN HUKUM,

’ £

RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007



